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RINGKASAN 

 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KELALAIAN 

MEMERIKSA STATUS HUKUM DALAM PEMBUATAN 

AKTA PENGALIHAN 

HAK PATEN YANG TELAH GUGUR 

Oleh:  

Siti Rahmah1, Anang Sophan Tornado2 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 123 

Halaman 

         Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

kepada inventor atas suatu invensi di bidang teknologi dalam jangka 

waktu tertentu. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak paten 

memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepada pihak lain melalui 

berbagai mekanisme hukum, salah satunya melalui akta pengalihan yang 

dibuat oleh notaris. Namun demikian, hak paten memiliki sifat terbatas 

karena dapat berakhir atau gugur akibat berakhirnya masa perlindungan 

maupun tidak dipenuhinya kewajiban administratif yang ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan. Dalam praktik kenotariatan, masih 

dimungkinkan terjadinya pembuatan akta pengalihan hak paten tanpa 

didahului pemeriksaan terhadap status hukum paten yang menjadi objek 

pengalihan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena 

objek yang dialihkan ternyata telah gugur dan tidak lagi memiliki 

kekuatan hukum sebagai hak eksklusif. Keadaan ini berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak serta memunculkan 

pertanyaan mengenai tanggung jawab notaris apabila tidak melakukan 

pemeriksaan terhadap status hukum hak paten sebelum membuat akta 

pengalihan. 

 

         Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah notaris dapat 

dianggap lalai apabila tidak memeriksa status hukum hak paten yang 

telah gugur sebelum pembuatan akta pengalihan serta untuk 

menganalisis akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut terhadap 

akta pengalihan, para pihak, dan notaris yang membuatnya. Penelitian 

ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai batas 

kewajiban kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan 

dengan objek hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten. 
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Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan 

hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai peraturan dan 

doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara preskriptif 

dengan menggunakan teori kesalahan, teori perlindungan hukum, teori 

kelalaian, teori kehati-hatian, dan teori peristiwa hukum.  

 

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dianggap lalai 

apabila tidak melakukan pemeriksaan terhadap status hukum hak paten 

yang menjadi objek pengalihan sebelum pembuatan akta. Kewajiban 

tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (cautio) 

yang melekat pada jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris. Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya 

berkewajiban menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta 

autentik, tetapi juga harus memastikan bahwa objek hukum yang 

dituangkan dalam akta memiliki dasar hukum yang sah. Pemeriksaan 

terhadap status hukum hak paten merupakan tindakan yang secara wajar 

dapat dilakukan melalui data resmi Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual. Oleh karena itu, apabila notaris tidak melakukan verifikasi 

yang memadai dan tetap membuat akta pengalihan atas hak paten yang 

ternyata telah gugur, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan 

sebagai bentuk kelalaian profesional (professional negligence) karena 

bertentangan dengan kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, 

dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan jabatan.  

 

             Penelitian ini juga menemukan bahwa kelalaian notaris dalam 

tidak memeriksa status hukum hak paten yang telah gugur menimbulkan 

akibat hukum yang luas. Terhadap akta pengalihan, kelalaian tersebut 

dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian karena 

objek yang dialihkan sudah tidak lagi memiliki eksistensi hukum sebagai 

hak eksklusif. Akibatnya, perjanjian pengalihan hak paten berpotensi 

batal demi hukum dan kehilangan kekuatan mengikatnya. Bagi para 

pihak, keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi, 

ketidakpastian hukum, serta sengketa mengenai hak dan kewajiban yang 

timbul dari akta pengalihan. Sementara itu, bagi notaris, kelalaian 

tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berupa 

tanggung jawab perdata apabila terbukti menimbulkan kerugian, 

tanggung jawab administratif karena tidak menjalankan kewajiban 

jabatan sesuai standar kehati-hatian, serta tanggung jawab etik apabila 

perbuatannya dinilai bertentangan dengan prinsip profesionalitas, 

integritas, dan kode etik jabatan notaris.  
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         Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pemeriksaan status hukum hak paten merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kewajiban kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta 

pengalihan hak paten. Kelalaian dalam melakukan pemeriksaan tersebut 

tidak hanya berdampak pada keabsahan akta yang dibuat, tetapi juga 

dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi notaris. Oleh 

karena itu, diperlukan penerapan standar kehati-hatian yang lebih tegas 

dalam praktik kenotariatan, khususnya terhadap objek hak kekayaan 

intelektual yang memiliki karakteristik khusus dan status hukum yang 

dapat berubah sewaktu-waktu. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan dan 

hukum kekayaan intelektual serta menjadi bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam praktik 

pengalihan hak paten.   

Kata Kunci: Notaris, Kelalaian, Hak Paten, Akta Pengalihan, Tanggung 

Jawab Hukum. 
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TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KELALAIAN 

MEMERIKSA STATUS HUKUM DALAM PEMBUATAN 

AKTA PENGALIHAN 

HAK PATEN YANG TELAH GUGUR 

Oleh: 

Siti Rahmah3 , Anang Sophan Tornado4 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 123 halaman 
ABSTRAK 

Kata Kunci: Notaris, Kelalaian, Hak Paten, Akta Pengalihan, 

Tanggung Jawab Hukum. 

 

Judul penelitian ini adalah “Tanggung Jawab Notaris Atas Kelalaian 

Memeriksa Status Hukum Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak 

Paten Yang Telah Gugur.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

apakah notaris dapat dianggap lalai apabila tidak memeriksa status 

hukum hak paten yang telah gugur sebelum membuat akta pengalihan 

serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari kelalaian 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan 

analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dianggap 

lalai apabila tidak melakukan verifikasi terhadap status hukum hak paten 

yang menjadi objek pengalihan, karena notaris wajib bertindak jujur, 

seksama, mandiri, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan 

jabatannya. Pemeriksaan status hukum hak paten merupakan bagian dari 

penerapan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bahwa hak yang 

dialihkan masih berlaku dan dapat menjadi objek perbuatan hukum. 

Kelalaian notaris dalam memeriksa status hak paten yang telah gugur 

dapat mengakibatkan akta pengalihan berpotensi batal demi hukum 

karena tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian, menimbulkan 

kerugian dan ketidakpastian hukum bagi para pihak, serta membuka 

kemungkinan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik bagi 

notaris. Oleh karena itu, pemeriksaan status hukum hak paten sebelum 

pembuatan akta pengalihan merupakan langkah penting untuk menjamin 

keabsahan akta dan mewujudkan kepastian hukum.  
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NOTARY'S LIABILITY FOR NEGLIGENCE IN 

EXAMINING THE LEGAL STATUS OF AN EXPIRED 

PATENT IN THE EXECUTION OF A PATENT 

ASSIGNMENT DEED 

By: 

Siti Rahmah5 , Anang Sophan Tornado6 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 123 halaman 

 
ABSTRACT 

Keywords : Notary, Negligence, Patent Rights, Deed of 

Transfer, Legal Liability. 

 

The title of this research is “Notary Liability for Negligence in 

Examining the Legal Status of an Expired Patent in the Preparation 

of a Patent Transfer Deed.” This study aims to analyze whether a 

notary may be considered negligent for failing to examine the legal status 

of an expired patent prior to preparing a deed of transfer and to analyze 

the legal consequences arising from such negligence. This research 

employs a normative legal research method using statutory, conceptual, 

and analytical approaches. The results show that a notary may be deemed 

negligent when failing to verify the legal status of a patent that serves as 

the object of transfer, as a notary is legally required to act honestly, 

carefully, independently, and prudently in carrying out their duties. 

Examining the legal status of a patent constitutes an essential part of the 

prudential principle to ensure that the patent remains valid and can 

legally serve as the object of a legal transaction. A notary’s negligence in 

verifying the status of an expired patent may result in the transfer deed 

being potentially null and void due to the failure to satisfy the objective 

requirements of a valid agreement, causing legal uncertainty and losses 

to the parties involved, while also giving rise to civil, administrative, and 

ethical liability on the part of the notary. Therefore, verification of a 

patent’s legal status prior to the execution of a transfer deed is a crucial 

measure to ensure the validity of the deed and to uphold legal certainty. 
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